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PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian, maka

kesimpulan yang dapat disampaikan adalah :

L.

Kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul dari tahun
2002 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan, yang semula
presentase kontribusi PBB 2,71% pada tahun 2002 menjadi 3,62% di tahun
2005. Tetapi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 mengalami
penurunan yaitu dari 2,71% pada tahun 2001 menjadi 2,63% pada tahun 2002.
Rata-rata kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul
adalah 2,98%, hal ini berarti bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bantul
hampir 3% berasal dari penerimaan PBB. Kondisi ini memberikan indikasi
bahwa apabila dilihat dari presentasenya kontribusi PBB terhadap pendapatan
daerah Kabupaten Bantul tergolong kecil, hal ini disebabkan penerimaan PBB
hanya merupakan salah satu sumber dari pos dana perimbangan sebagai salah
satu sumber pendapatan daerah sedangkan masih banyak sumber penerimaan
yang lain bagi pendapatan daerah seperti pos PAD dan pos lain-lain
pendapatan yang sah.

Pencapaian target penerimaan PBB di Kabupaten Bantul selama 5 (lima)

tahun terahkir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 113,
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76%. Apabila dilihat dari penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan di

Kabupaten Bantul selama 4 (empat) tahun pertama dari tahun 2001 sampai

dengan tahun 2004 mengalami peningkatan namun selama tahun 2004 sampai

tahun 2005 mengalami penurunan dari 100,9% menjadi 85,76% dengan rata-
rata penerimaan selama 5 (lima) tahun adalah 94,89%. Apabila dikaitkan
dengan tingkat efektifitas (Kepmendagri No.690.900.327) maka penerimaan
PBB di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terahkir dapat dikatakan
sangat efektif karena lebih dari (>) 100% sedangkan apabila dilihat dari sektor
perkotaan dan pedesaan maka dapat dikatakan efektif karena rata-rata berkisar
antara 80-100%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Kabupaten
Bantul adalah pedesaan sehingga pemungutan pajak lebih mudah, mengingat
jumlah pajak yang jauh lebih kecil dibandingkan daerah perkotaan dan relatif

sedikitnya wajib pajak yang berdomisisli di luar daerah.

. Angka pertumbuhan penerimaan PBB cenderung mengalami penurunan dari

tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, yang semula 34,51% pada tahun 2002
menjadi 16,66% pada tahun 2004. Tetapi kemudian terjadi peningkatan di
tahun 2005, angka pertumbuhan meningkat dari 16,66% dari tahun 2004
menjadi 28,96% pada tahun 2005. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun
dari segi penerimaan terus mengalami peningkatan namun angka pertumbuhan
penerimaan PBB di Kabupaten Bantul belum stabil sehingga kinerja KP PBB

masih harus terus ditingkatkan dan lebih dioptimalkan.
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4. Trend/ kecenderungan penerimaan PBB di Kabupaten Bantul untuk 5 (lima)
tahun ke depan yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan
adanya kenaikan, penerimaan PBB pada tahun 2006 akan mencapai nilai
sebesar 20.483.081.700 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2010
sekitar 30.728.381.300. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan PBB di
kabupaten Bantul mempunyai potensi yang bagus untuk dijadikan sebagai
sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul di masa-masa yang akan datang.

5. Berdasarkan analisis SWOT kinerja pemungutan PBB di Kabupaten Bantul
maka masing-masing memperoleh nilai kekuatan (Strength) sebesar 72,475 ; -
nilai kelemahan (Weaknesses) sebesar 58 ; nilai peluang (Opportunities)
sebesar 65 dan nilai ancaman (Threats) sebesar 56,5 sehingga diperoleh nilai
bersih 14,475 (X) dan 8,5 (Y) dimana hal ini menunjukkan bahwa
pemungutan PBB di Kabupaten Bantul terletak pada kuadran I yaitu strategi
pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategy) yang berarti bahwa KP PBB
Yogyakarta memiliki kemampuan dan peluang besar dalam melaksanakan
pemungutan PBB.

Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan analisis adalah apabila
dilihat dari presentasenya maka kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan
daerah di Kabupaten Bantul tergolong kecil, namun pencapaian target penerimaa
PBB selama 5 (lima) tahun terahkir dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005
cenderung mengalami peningkatan yang apabila dikaitkan dengan tingkat

efektifitas maka pemungutan penerimaan PBB di Kabupaten Bantul termasuk
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sangat efektif dan apabila dilihat dari sektor perkotaan dan pedesaan maka dapat
dikatakan efektif.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhannya, maka penerimaan PBB di
Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum stabil sehingga kinerja pemungutan
PBB masih harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Prediksi penerimaan PBB
untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010
menunjukkan adanya kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan PBB
di Kabupaten Bantul mempunyai potensi yang sangat bagus untuk dijadikan
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul untuk masa-masa
yang akan datang. Kemudian melalui analisis SWOT, kinerja pemungutan PBB
di Kabupaten bantul berada pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan agresif,
yang berarti KP PBB Yogyakarta memiliki kemampuan dan peluang besar dalam
melaksanakan pemungﬁtan PBB sehingga yang dilakukan adalah strategi
meningkatkan kekuatan dan peluang dengan memperbaiki kelemahan serta
memperhatikan ancaman yang ada. Secara keseluruhan kinerja pemungutan PBB
yang dilakukan oleh KP PBB Yogyakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sudah baik, meskipun
begitu kinerja pemungutan harus terus ditingkatkan sehingga potensi yang ada

dapat digali secara maksimal.
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5.2 SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kesimpulan, maka

dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1.

Menambah jumlah pegawai/ aparat pajak sehingga jumlah pegawai/ aparat
pajak dengan jumlah SPOP yang ditangani dapat seimbang, hal ini dapat
mempermudah dan memperlancar dalam penanganan pajak.

Untuk memperoleh angka pertumbuhan yang stabil maka KP PBB
Yogyakarta perlu melakukan pendataan objek pajak dengan lebih akurat
terutama terhadap tanah-tanah dan bangunan yang belum dikenakan PBB.
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak
dengan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pajak,
manfaat membayar pajak, cara pembayaran pajak dan dengan lebih
menggiatkan/ mempertegas pelaksanaan Law inforcement (pengenaan sanksi).
Meningkatkan kemampuan aparat KP PBB Yogyakarta terutama mengenai
teknologi komputerisasi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan serta
perlunya penambahan sarana prasarana dan insentif bagi para pegawai yang
terjun langsung ke lapangan agar lebih termotivasi.

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tertib dalam pembayaran
pajak sehingga lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

Memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi para aparat yang tidak menaati

peraturan dan melakukan penyimpangan.
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